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a. bahwa untuk mengendalikan penyebaran pandemi 
Covid-19 perlu dilakukan pembatasan kegiatan 
masyarakat; 

b. bahwa untuk melaksanakan Instruksi Gubernur 
Sumatera Utara Nomor 188.54/1/INST/2021 tentang 
Pembatasan Kegiatan Masyarakat Dalam Rangka 
Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) Di Provinsi Sumatera Utara, maka 
beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 
39 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan 
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai 

Upaya Pencegahan Dan Pengendalian Corona Virus 
Disease 2019 (COVID-19), perlu direvisi; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
atas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukurn Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID- 

19). 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LANGKAT, 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 TAHUN 2020 TENTANG 
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN 

SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN 
CORONA VIRUS DISEASE 2019 ( COVID-19) 

PERATURANBUPATILANGKAT 
NOMOR 4 TAHUN 2021 

BUPATI LANGKAT 
PROVINSI SUMATERA UTARA 
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1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang 

Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten 

dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

1092); 
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah 

Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3273); 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagai:mana 

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang 

Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati IT Langkat dan 

Wilayah Kota Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat dalam 

Wilayah Kabupaten Dati II Langkat ( Lembaran Negara RI 
Tahun 1982 Nomor 9 ) ; 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang 
Peru bahan Batas WiJayah Kodya Dati II Binjai, 

Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli 
Serdang (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor II, 
tambahan lembaran Negara RI Nomor 3322); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 ten tang 
Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447); 

Mengingat 
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UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA 

VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 39 
TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN 
PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI 

Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang 

Penyelengaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahuri 2008 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4828); 
9. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang 

Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus 
Disease 2019 ( COVID-19); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 

2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249}; 

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 
HK.01.07 /MENKES/413/2020 tentang Pedoman 
Pencegahan dan Pengendalian Corona Vin.LS Disease 2019 

(COVID-19); 
12. Peraturan Gubemur Sumatera Utara Nomor 34 Tahun 

2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan 

Hukum Protokol Kesehatan Dalarn Pencegahan Dan 
Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ( COVID-19) Di 
Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Propinsi 
Sumatera Utara Tahun 2020 Nomor 35); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 
Langkat (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 

2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 29); 

14. Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang 
Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol 
Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah 
Kabupaten Langkat Tahun 2020 Nomor 39); 
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yang dapat 

hajatan/ pernikahan/ khitanan/ acara adat/ syukuran/ penyelenggaraan 
pengurusan jenazah/ ulang tahun/ seminar/ pertemuan atau kegiatan 

sejenisnya. 
(2) Tcmpat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi: 

a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri; 
b. sekolah/institusi pendidikan lainnya; 
c. tempat ibadah; 
d. stasiun, terminal, pelabuhan; 
e. transportasi umum; 
f. kendaraan pribadi; 
g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional; 
h. apotek dan toko obat; 
1. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran; 
J· pedagang kaki lima/lapakjajanan; 

k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis; 
1. tempat pariwisata; 
m. tempat hiburan/karaoke/ diskotik; 
n. fasilitas pelayanan kesehatan; 
o. area publik atau tempat/ fasilitas umum lainnya 

menimbulkan kerumunan massa; dan 
p. gedung/ ruangan/ tempat pelaksanaan kegiatan sejenisnya. 

(1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara kegiatan, atau penanggung jawab 

tempat dan fasilitas umum di wilayah daerah wajib melakukan dan mematuhi 
protokol kesehatan bagi masyarakat dan memfasilitasi pelaksanaan dalam 
pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungannya. 

(la) Penyelenggara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : kegiatan 

Pasal 5 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 5 diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yaitu 

ayat {la), sehingga berbunyi sebagai berikut : 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 tentang Penerapan 

Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan 

Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Daerah Kabupaten Langkat 

Tahun 2020 Nornor 39) perlu diubah sebagai berikut : 
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(3) Protokol kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

adalah: 

a. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah 
melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 4; 

b. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk 
memberikan pengertian dan pemaharnan mengenai pencegahan dan 

pengendalian COVID-19; 

c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan 
memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (hand 

sanitizer); 

d. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan 
beraktivitas di lingkungannya; 

e. upaya pengaturan jaga jarak; 
f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala; 
g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam 

penularan dan tertulamya pengendalian COVID-19; 

h. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi 

penyebaran pengendalian COVTD-19; 

1. pembatasan waktu kegiatan/pelaksanaan dilakukan dalam waktu yang 
singkat yaitu hingga pukul 18.00 wib sedangkan dan jum1ah kapasitas 
peserta/ tamu/ pengunjung/ pekerja sebesar 50 o/o dari kapasitas 
gedung/ruangan/tempat pelaksanaan kegiatan sejenisnya. 

(4) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan 
dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (thermogun) 

pada pintu masuk tempat/fasilitas umum. 
(5) Setiap pimpinan, pemilik usaha dan/ a tau pelaku usaha, pengelola, 

penyelenggara kegiatan wajib memiliki rekomendasi izin penyelenggaraan 

kegiatan dengan protokol kesehatan yang ditandatangani oleh kepala desa/ 
lurah yang diketahui oleh Camat setelah melaporkan ke petugas kesehatan 
dan keamanan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya serta 
mendokumentasikannya secara tertulis. 
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JOAN, SH 
Pembina I 
NI~ 197308032002121005 

Salinan sesuai dengan mya 
KEPALA IAN UM, 

INDRA SALAHUDIN 
BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021 NOMOR .Lj 

Diundangkan di Stabat 
pada tanggal "T - ;;. - 2021 
SEKRETARlS DAERAH KABUPATEN LANGKAT, 

ttd 

TERBIT RENCANA PERANG!N ANGIN 

ttd 

BUPATI LANGKAT, 

Ditetapkan di Stabat 
pada tanggal , T - ~ - 2021 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat. 


